PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Investasi dapat bermanfaat untuk menghidari investor dari inflasi, perencanaan

ekonomi masa yang akan datang, meningkatkan kekayaan, dan kemudahan saat adanya
kebutuhan darurat.! Keasingan produk investasi sebagai produk baru ini membuat
masyarakat masih saja ada yang acuh dengan tata cara investasi yang benar.? Dan melalui
risst Eflyn Christie di 2018 terungkap bahwa perkembangan teknologi dapat
dimanfaatkan untuk menghasilkan modus baru dalam tindakan penipuan.®

Tindak penipuan baru untuk investasi ilegal itu merupakan investasi yang
berskema Ponzi. Dimana Skema Ponzi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh
seseorang untuk memperoleh dana masyarakat dengan menjanjikan sebuah keuntungan
yang tinggi dalam kurun waktu yang sesingkat singkatnya*. Ketidak tauan dampak dari
produk ini oleh masyarakat Indonesia membuat masyarakat Indonesia menjadi mudah
tergiur dan tertipu dengan janji dan return perbulan yang tinggi.> Tergiurnya para
masyarakat tanpa memandang izin-izin yang ada membuat banyaknya orang akan
bergabung dalam investasi tersebut

First travel diduga menggunakan skema Ponzi dimana adanya dugaan first travel
menghimpun dana masyarakat untuk investasi sehingga ini akan merugikan para investor
yang bergabung paling akhir dikarenakan dana mereka akan diberikan untuk
memberangkatkan investor yang bergabung di awal.® Hal tersebut sesuai dengan ciri khas
yang dimiliki oleh investasi bodong berskema Ponzi yaitu orang-orang yang bergabung
terlebih dahulu akan mendapatkan keuntungan terlebih dahulu dan hal tersebut bukan
dari bisnis tetapi merupakan komisi yang didapat dari bergabunganya orang —orang

berikutnya.’
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Perlindungan hukum yang masih ambang ambang diberikan kepada investor
dalam kasus first travel membuat adanya penurunan kepercayaan investor dalam
memberikan dana mereka untuk melakukan investasi di Indonesia. Kehancuran
kepercayaan yang terjadi akibat kerugian investor menjadi salah satu alasan sulit
berkembangnya pasar modal yang ada.®! Keadilan ganti rugi merupakan hal yang
diharapkan dimana pemberian kembali modal dari investor yang sudah dirugikan oleh
para pelaku tersebut. Ganti rugi yang dimaksud merupakan ganti rugi yang diterima oleh
para investor dan keluarganya hal ini juga berarti pengembalian harta atau pembayaran
atas kerusakan yang diderita penggantian biaya yang timbul akibat jatuhnya korban dan
pemberian jasa dan hak pemulihan.®

Dengan alasan - alasan diataslah peneliti mengangkat judul “ANALISIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL DENGAN
SKEMA PONZI STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 3096 K/PID.SUS/2018”.

B. Kerangka Konsepsi

1. Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada sekarang ini dengan
harapan untuk mendapat keuntungan dimasa yang akan datang°.

2. Skema Ponzi merupakan hasil kegiatan usaha yang berasal dari penjualan yang
bukan barang serta memanfaatkan sebuah peluan dari mitra usaha untuk
mendapatkan keuntungan dari biaya sebuah pertisipasi orang lain yang bergabung
kemudian.*

3. Asas Legalitas diartikan sebagai salah satu prinsip utama yang menjadi dasar
dalam setiap pentelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di semua negara
terutama dinegara yang menganut hukum atau peraturan dalam sistem

kontinental*?.
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4. Perlindungan Hukum kewajiban pemerintah dalam menjamin hak-hak warga
negara agar mendapatkan sebuah kepastian. Keadilan, serta kemanfaatan hukum
sehingga hubungan hukum antarsubjek hukum itu berjalan harmonis?2,

5. Korporasi adalah kumpulan orang yang memiliki kekayaan, tujuan tertentu, hak
dan kewajiban , serta organisasi®*.

C. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan, Menurut Aristoteles keadilan dibagi menjadi dua yaitu keadilan
korektif dan distributif dimana yang ia maksud bahwa keadilan itu merupakan
pemberian hak dan jasa dan kebaikan dari para pembuat undang-undang yang
menggunakan asas proporsional. Serta keadilan merupakan suatu cara yang
menjamin, mengawasi dan memelihara yang melawan serangan-serangan ilegal.

Menurut plato keadilan yang dapat diartikan sebagai mana tindakan dalam
suatu tatanan sosial yang menjalankan peranannya sehingga dapat membentuk
suatu harmoni yang terjadi dalam berbagai tatanan institusional tersebut. Dimana
menurut plato manusia merupakan hal yang sulit untuk menjadi keadilannya
karna manusia merupakan suatu pusat ketidakadilan.’® Ada beberapa Prinsip
Keadilan menurut John Borden Rawls , yaitu: Greatest Equal Liberty\ dan The
Difference And Fair Equality Of Opportunity®®

Terdapat beberapa jenis kategori dalam mengklasifikasikan kata keadilan
tersebut seperti : Keadilan Distributif, Keadilan Korektif, Keadilan Prodesural,
Keadlian Retributif, Keadilan Substantif’

1. Teori Kepastian Hukum, Teori kepastian hukum menurut Roscoe Pound
mempunyai dua buah makna yaitu:

A. sebagai aturan umum yang memperlihatkan mana perbuatan yang boleh

dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan.
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B. Selain itu kepastian hukum juga bermakna sebagai keamanan untuk
seluruh orang dari kesewenangan pemerintah, sehingga para masyarakat
tau mana saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada
setiap individu.®

Menurut Jan.Motto mengenai kepastian hukum mempunyai berbagai macam hal
yaitu sebagai berikut:

A. Kepastian hukum dalam menyediakan hukum yang jernih, mudah
diperoleh, serta konsisten. Aturan hukum itu haruslah diterbitkan oleh para
lembaga negara dengan 3 (tiga) syarat tersebut

B. Beberapa instansi pemerintah atau penguasa harus dapat menerapkan
peraturan itu dengan konsisten sehingga dapat tunduk dan taat padanya

C. Mayoritas masyarakat memiliki prinsip yang dapat menyetujui isi dari dari
peraturan tersebut. Sehingga perilaku masyarakat akan menyesuaikan
dengan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah dikemudian harinya.

D. Hakim peradilah harus mempunyai sifat mandiri, yang dimaksudkan
bahwa hakim tidak boleh memihak dalam menerapkan peraturan secara
konsisten saat hakim menyelesaikan sebuah perkara hukum.

E. Keputusan yang dihasilkan dalam peradilam harus dijalankan dengan

konkrit. 1
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